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No.419,2012

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM.27/UM.001/M.PEK/2012
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. bahwa dengan berubahnya organisasi Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka tugas dan fungsi
Kementerian berubah  sehingga Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.104/UM.001/MKP/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang
Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan/atau Tugas
Pembantuan perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang
baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelaksanaan
Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di
Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dengan Peraturan Menteri;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5060);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi dan Tugas,
Dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan,
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Pemanfataan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PNK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.16/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Baku
Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan dan SIMAK
BMN di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor
PM.7/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut Dekon adalah pelimpahan
wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut TP adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah
kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
dengan kewajiban melaporkan  dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
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Dana Dekon adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekon, tidak termasuk dana
yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana TP adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan TP.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Dekon dan TP bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan
anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Surat Penetapan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP-RKAKL)
dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Unit Kerja Eselon | adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,
Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat
Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif
Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis
Media, Desain dan IPTEK, serta Badan Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah Kementerian yang membidangi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit
Kerja di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD dalam
melaksanakan kewenangan urusan Kementerian yang dilaksanakan
melalui kegiatan Dekon dan TP.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Dekon dan TP
Kementerian dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Ketentuan Umum;
b. Dekonsentrasi;
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